
WALTKOTA LANGSA
PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA KOTA TANGSA TAHUN 2OO9

BISMILLAHIRRAHMAN IRRAHIM

DENGAN RAHMAT AttAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA IANGSA,

Menimbang :  a.  bahwa memenuhi  ketentuan pasal  6 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan 'rValikota

Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2009 sebagai
landasan ooerasional  oelaksanaan APBK Tahun 2009:

Mengingat

b .  bahwa untuk  maksud te rsebut  per lu  menetapkan suatu  pera turan .

:  1 .  Undang-Undang Nomor  12  Tahun 1985 ten tang Pa jak  Bumi  dan Bar rgunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)

sebaga imana te lah  d iubah dengan Undang-Undang Nomor  12  Tahun 1 ,994 (Lembaran Negara

Repub l ik  Indones ia  Tahur r  l -994 Nomor  62 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia

Nomor 3569) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

sebaga imana te lah  d iubah dengan Undang-Undang Nomor  34  Tahun 2000 (Lembaran Negara

Repub l ik  Indones ia  Tahun 2000 Nomor  246,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia

Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Repub l ik  Indones ia  Nomor  36881 ;

5 .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Langsa (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 1L4 Tambahan Lembaran Negara Republ ik

Indonesia Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik

lndonesia Tahun 2003 Nonror  47,  Tarrbahan Lernbaran Negar ' ; i  Rept . tb l ik  in i icn.* ia  NorYt i - i . .11: l i ) ;

l .  Undang-Undang Nomor  l .  Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Neg l ra

Repub l ik  Indones ia  Tahun 2004 Nonror  5 ,  Tambahan L .en tbaran Nt 'gara  Repub l ik  l r tdo t i l r , i  t

N o m o r  4 3 5 5 )  :

Undang-Undang Nomor  10  Tahun 2004 ten tang Pembentukan Pera turan  Perundang-Undangan

( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  l n d o n e s i a  T a h u n  2 0 0 2 1  N o m o r  5 3 ,  T a a r b a h a n  L c t l b a r r '  : J , , ' r , , r

R e p u b l i k  l n d o n e s i a  N o m o r  4 3 8 9 )

Undang-Undang Nomor  15  Tahun 2004 ten tang Perner iksaan Penge lo laan dan Tanggung jawab

Keuangan Negara  (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2004 Nomor  56 ,  Ta tnbahan

Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor  4400)  ;

Undang-Undang Nomor  25  Tahun 2004 ten tang S is tem Perencanaan Pembangunan Nas iona l

{Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2004 Nomor  104,  Tanrbahan Lembar ; r r ,  i Jegar r

Republik Indonesia Nomor 442r) ;  
rr.  r lndong-LJt*lonr,.  /k

4 .

9 .

10.



11 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah untuk kedua kal inya dengan Undang-Undang Nomor 1"2 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 48441 ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nonror 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Paiak Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor

4138) :

15. peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara

Republik lndoensia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor  4139)  ;

16  p" r . t r r rn  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun 2004 ten tang Kedudukan Pro toko le r  dan Keuangan

p impinan dan Anggota  DPRD sebaga imana te lah  t iga  ka l i  d iubah,  te rakh i r  dengan Pera turan

pernef ln tah  Nomor  2 l -  Tahun 2007 Perubahan Ket iga  a tas  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Reoublik tndonesia Nomor 4712);

1 .7 .  pera turan  pemer in tah  Nomor  23  Tahun 2OO5 ten tang Penge lo laan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2005 Nomor  48 ,  Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

1g. peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Repub l ik  Indones ia  Nomor  4503) ;

19  pera turan  pemerrn tah  Nomor  54  Tahun 2005 ten tang P in jaman Daerah (Lembaran Negara

Repub l ik  Indones ia  Tahun 2005 Nomor  136,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia

Nomor 4574);

20. peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara

Repub l ik  lndones ia  Nomor  4575 l ,  ;

21. peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2005 Nomor  1-38 ,  Tambahan Lembaran NeP.ara

Repub l ik  Indones ia  Nomor  4576) ;

22 .  pera turan  pemer in tah  Nomor  57  Tahun 2005 ten tang H ibah kepada Daerah (Lembaran Negara

Reoub l ik  Indones ia  Tahur r  2005 Nomor  139,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  lndont :s ia

N o m o r  4 5 7 7 ) ;

23 .  pera turan  pemer in tah  Nonror  58  Tahun 2005 ten tang Penge lo laan Keuangan Daerah (Lembara t r

Negara  Repub l ik  lndonesta  l -a l run  2005 Nornor  140,  T i rmbahan l -e t r lbar ln  Negar ; r  i i t l pub l rk

Indonesra  Nomor  4578) ;

24 .  pera turan  pemer in tah  N, )mor  65  Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

standar  P . : layanan Min i rna l  (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2O05 Nomor  150 '

T a m b a h a n  L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  N o m o r  4 5 8 5 ) ;

25  Pera turan  Pemer in tah  Nornor  79  Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penye lenggaraan Pemer in tah  Daerah {Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Nor r :o r  165 '

Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor  5493) ;

26 .  pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nor |o r  I  T ; rh r . rn  2005 ten tang Pe laporan Keuangan dan K iner ja

Ins tansr  Pemer in tah  (Lembarar i  Negara  Repub l ik  l r rdones ia  Tahun 2006 Nomor  25 '  l ' : rnbahan

Lembaran Negara  Repub l ik  lndonesra  Nomor  4614) ;

27 .  pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  13  Tahun 2006 ten tang Pedoman Penge lo laan

Keuangan Daerah,  sebaga imana te lah  d iubah dengan Pera turan  Menter i  Da lam Negcr ' t  Notnor

5g Tahun 200g ten tang peruba l r t r r  a tJs  i )e r : l tu r i in  Menter i  D ; lanr  Neger i  nomor  13- {  ; '1 '111 i  l r r i J t r

ten tang Pedoman Penge lo laan Ke l tangan Daerah ;

2 8. Pe r o tu ro n U e nt e ri..1/i
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

eanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

eanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Kota

Langsa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN WAIIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2OO9

Pasal  1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2009 terdiri atas:

28.

29.

5 U

1 Pendapatan :

a .  Pendapatan  As l i  Daerah

b.  Dana Per imbangan

c.  La in  La in  PendaPatan Yang Sah

2 Be lan la  Daerah:

Be lan ja  T idak  Langsung:

a. tselanja Pegawai

b .  Be lan ja  Bunga

c. Belanja Subsidi

d .  Be lan ia  H ibah

e.  Be lan ja  Bantuan Sos ia l

f .  Be lan ja  Bag i  Has i l

g. Belanja Bantuan Keuangan

h. Belanja Tidak Terduga

Belan ja  Langsung:

a .  Be lan ia  Pegawar

b .  B e l a n j a  B a r a n g  d a n  J a s a

c .  B e l a n j a  M o d a l

Rp 24,44L,9OO,O00

Rp 314,335,488,821

Rp 10,517,000,000

Jumlah PendapatanRp 349,395,388,821

Rp 163,528,463,163

Rp

Rp

Rp 2,649,850,000

Rp 9,535,125,000

Rp
9,L43,652,480

400,000,000

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 185,257,090,643

Rp t77,538,298,178

R p 362,795,388,821

R p ( 1 3,4oo,o0o,ooo)

Pembiayaan:

a .  Pener imaan

b.  Penge luaran
Rp 13,400,000,000

Sisa  Leb ih  Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: R p

Pasa l  2

Ringkasan Pen jabaran APBK sebaga imana d i rnaksud da lam Pa ' , r l  1  te rcantum da lam Lampi ra t r  I

Pera turan  in t .

Pasa l  3

Pen jabaran APBK sebaga imana d imaksud da lam Pasa l  l  d i r inc i  leb ih  lan ju t  pada Lampi ran  l l  Pera turan

t n t .

Pasa l  4

Lampi ran  sebaga imana d imaksud da lanr  Pasa l  2  merupakan bag ian  yang t idak  te rp isahkar l  dar i

Pera turan  Wal iko ta  in i

Rp

Rp

Rp 51 ,774,006,720
Rp 49,333,839,029

Rp 1O,43O,452,429

lumlah Belanja LangsunB

Jumlah Belania Daerah

surplus /  (Def is i t )

Rp 14,400,000,C00

Rp 1,000,000,000

Jumlah PembiaYaan Net to

easat s.fi



Pasal 5
pelaksanaan penjabaran APBK yang d i tetapkan dalam Peraturan in i  d i tuangkan lebih lanjut  dalam

Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 6

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam berita

daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 M ar e t 2009 M

22 Rabiul Awal 1430 H

Diundangkan d i  Langsa

pada tanggal 19 M ar e t 2009 M

22 Rabiul Awal 1430 H

d- .

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO9 NOMOR 13

-ve- -

s Y A I F U L L A H


